BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Da . Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupat Barito Utara
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1953, Nomor 9} sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II1 Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ngan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756},

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 1entang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



=9 =

. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864},

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611};

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/.07/2017 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa  Setiap Desa
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor

1884);
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Peraturan Mentert Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1970});

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT] TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupalti ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3.

4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD,

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
dacrah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang seclanjutnya disingkat RKD, adalah
rckening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum vang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  kabupaten dan digunakan untuk membiayail
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagai un 1r penyelenggara
Pemerintahan Desa.

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjuinya
disingkat APB Desa, adalah rencana Kkeuangan tahunan
Pemerintah Desa.

BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. alokasi dasar;

b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar sctiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 huruf a, dihitung sebesar 72% {tujuh puluh dua persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin
tinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf ¢, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa
dengan bobot sebagai berikut :

a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi afirmasi bagi beberapa Desa yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok
desa pada desil ke 8 (delapan}, 9 (sembilan] dan 10 (sepuluh)
dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AA Desa = (0,03 x DD) / {2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan :
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AA Desa = Alokasi Afitmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST jumiah Desa sangat tertinggal vang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT = jJumlah Desa tertinggal vang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi
Pasal 7

Penghitungan alokasi forrnula setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan {ormula sebagai
berikut :

AFKab =  [(0,10 x Y1) + (0,50 x Y2) + (0,15 x Y3) + {0,25 x Y4)]
x {0,20 x DDkab)

Keterangan :

AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa setiap kabupaten
terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten
terhadap total penduduk miskin Desa n: ‘onal

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten terhadap
total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten terhadap total IKK kabupaten

vang mermliki Desa

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Barito Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercamtum dalam
lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati Barito Utara ini.

BAB 11
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1} Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

{2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 {tyjuh) han kerja
setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu
ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);

b. tahap H paling cepat bulan Maret dan paling iambat minggu
ketiga bulan Juni sebesar 40% {empat puluh perseratus}; dan

c. tahap Ili paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh
perseratusj.
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{4} Penvaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah :

a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB
Desa kepada bupat; dan

b. kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa
Akhir Tahun kepada bupati.

{3} Peraturan Desa mer :nai APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan Kepala Desa kepada
bupati paling lambat minggu kedua bulan Februan.

{6} Penyaluran Dana Desa Tahap {1 dilakukan setelah -

a. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati la ran realisasi
penyerapan dan capaian Oulput Dana Desa tahun anggaran
sebelumnva; dan

h. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa Laporan
Pertanggungjawaban/LP) penggunaan Dana Desa tahap I
dan ll tahun anggaran scbelumnya.

{7} Penyaiuran Dana Desa Tahap Il dilakukan setelah kepala Desa
menyampaikan Laporan Realisasi Penyverapan dan Capaian
Output Dana Desa sampai dengan tahap IL

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada avat {7} disampaikan
kepada bupan paling lambatr minggu kedua bulan Oktober.

BARB IV
PET 2ORAN DANA DESA
Pasal 10

{1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menvampaikan laporan realisast penggunaan Dana Desa Tahap
I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
kepada Bupati.

{2} Penvampaian laporan realisas: penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilakukan dengan
ketentuan -

a. Tahap ! paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan; dan

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling
lambat minggu kedua bulan Februan tahun anggaran
berjalan.

BABV

SANKSI
Pasal 11

(1} Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
a. tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Dcsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {4}, ayat [3) ayat
{6) dan avar {7);
b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebth dart 30% {auga puluh persen}; dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah
Kabupaten Barito Utara.

Nitntnanl-an Ai Muara Teweh
2 Januan 2019

TO UTARA,

}3YAH

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 4 Januarn 2019

AUS DAERAH
BARITO UTARA,

L4
"

2
—

ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR . 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGJAN HUKUM,

J
FAK FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004












